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Pendahuluan 

* Terdapat pergeseran permasalahan pada 
program HIV-AIDS dimana jika sebelumnya  

 berkisar hanya pada  bagaimana meningkatkan 
pengetahuan /pemberian informasi tentang 
bahayanya kondisi seperti ini dan cara 
penularannya (awarness-promotif dan preventif) 

Kemudian juga tentang bagaimana si klien mau 
untuk datang dan melakukan tes serta konseling 
secara sukarela ( diagnostik) 



Lanjutan Pendahuluan  

• Walaupun permasalahan yang demikian masih 
ada, tetapi permasalahan berikutnya juga 
muncul yaitu bagaimana setelah penderita 
“tertangkap”? 

• Kebutuhan akan pengobatan definitif bagi 
penserita dengan kondisi tertentu 
menyebabkan kebutuhan akan CST dan tentu 
juga PMTCT (kuratif– rawat jalan) 



Lanjutan pendahuluan 

• Namun seiring dengan hal tersebut maka 
permasalahan lain juga muncul---yaitu 
kebutuhan untuk pengobatan rawat inap bila 
si ODHA membutuhkannya, maka bagaimana 
pembayarannya? (Kuratif-rawat inap) 



Penolakan terhadap px AIDS : 

 





Permasalahan 

• Bagaimana coverage HIV AIDS selama ini oleh 
asuransi kesehatan baik jamkesda maupun 
jamkesmas?  

• Apakah cukup alasan BPJS dapat menanggung 
HIV -AIDS 



Tujuan  

• Untuk melihat coverage HIV AIDS di 
jamkesmas/ 18 jamkesda (provinsi/kab-kota) 



Metode 

• Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

• Dilakukan pada dokumen jamkesmas maupun 
jamkesda ( dan atau dengan wawancara 
dengan pemegang Program) 



Hasil penelitian  

• Dalam insurance : 

• Kondisi yang dapat ditanggung 

• Kondisi Limitation 

• Kondisi yang masuk dalam exlusion – dalam 
banyak kasus HIV AIDS masuk dalam hal ini 



Hasil penelitian  

•  di dalam Jamkesmas  tidak secara eksplisit 
menanggung. Tetapi di INA CBG baru terlihat 

• Jamkesda seringkali tidak mau menanggung 
kondisi HIV/AIDS dengan berbagai antara lain  
bahwa kondisi ini adalah penyakit yang 
diciptakan “sendiri” (stigma) atau karena 
infeksi menular seksual maupun karena 
adanya faktor-faktor diskriminasi . 

 



Hasil Penelitian 

• Dari 18 jamkesda yang terdiri dari 14  jamkesda 
kab/kota   dan 3 jamkesda tingkat propinsi yang 
berhasil diambil datanya maka : 

 

• Untuk terapi AIDS maka semua jamkesda ikut 
berperan di dalamnya kecuali wilayah PPU yang 
semuanya digantungkan dana APBN atau pun 
Tapin yang sampai sekarang belum ada kasus.  

• Walaupun ada yang hanya menanggung infeksi 
oportunistiknya (Jamkesda Prop Jogja); hanya 
menanggung live savingnya (Kab. Bangka) 

 



Lanjutan  hasil Penelitian 

• Semua  jamkesda berharap  kondisi HIV-AIDS 
bisa menjadi tanggungan asuransi untuk masa 
yang akan datang (baik BPJS maupun 
jamkesda sendiri).  Semua jamkesda berharap 
kebijakan lokal dan nasional diharapkan dapat 
diselaraskan, tidak ada dobel pembiayaan dan  
prinsipnya semua penderita dapat terlayani 
dengan baik. 



Kesimpulan 

• HIV-AIDS berpotensi katastrofik dan ada 
pembiayaan HIV/AIDS untuk preventif/promotif  
yang dialokasikan di program serta pembiayaan 
untuk kuratifnya di  askes/jamkes.  

• Masih terdapat kasus HIV-AIDS yang tidak dapat 
ditanggung dalam jaminan kesehatan  daerah 
karena alasan yang tidak jelas (diskriminasi 
/menganggap HIV-AIDS  sebagai  kondisi yang 
sepenuhnya dibuat sendiri), Jamkesmas dapat 
menanggung HIV-AIDS tetapi kurang tegas dalam 
klausulnya  



Saran 

• Semestinya BPJS nanti juga akan 
memasukannya sebagai salah satu  paket 
benefit kondisi  yang dapat ditanggung 
dengan berbagai alasan.  

 



Terima Kasih 


